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TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

Menimbang

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER
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bahwa dalam rangka e ,aks}anakan kﬁtcntdan Peraturan
Menteri Penelaya naa Aparatur N.egara dan” “Reformasi

Blr%as l‘k ia 7 Tahun 2022 tentang
i{e F" J‘n r@x&‘ Jnls untuk Penyederhanaan

mo’f{rﬁs:l dan Pasa 2'ay” Peraturan Daerah Kabupaten
JEmber Nom or )1 “Fahun 2022 tentang Perubahan atas
rat'r ran Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan

| || dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
L "Bupau Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat
Khusus Rumah Sakit Daerah Kalisat Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember dengan mengimplementasikan penyesuaian
struktur organisasi perangkat Daerah dalam rangka
penyederhanaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah
Kalisat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

1171// | .“ ‘ .



Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730)

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 072);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tent embentukan

Peraturan Perundang-undangan (Le
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8
Republik Indonesia Nomg ),
kali diubah terakhij
2022 tentan
Tahu {

gara Republik
aran Negara

aturan Perundang-
Indonesia Tahun 2022

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014,

tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);



9.

10.

1L
12.

13.

145-.

f }--'___Cii-‘géxiisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
" Tahun 2015 Nomor 159);

15.

16.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 229, tambahan lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 5942);

Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lerr;_bar’ai'ﬁ
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5:{,-taﬁbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 );

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 26’14/fen dng Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Norno,rf 1;2 (I‘ahun JOII Tentang
Pembentukan Peraturan- —Pe Fi g i}

Negara Republik ~Indone sm un [ é@’lﬁ» Nomor/ 199),
sebagalmanarxel dlllb Pbﬁ ran Pera,’tur@p Pfesfden Nomor 76
Tahun 2021 tcn Pe a’ﬁan at.‘fls Pctatu/ran Presiden Nomor
87 ’I‘aﬁu 201 tjjlteJ gﬁ rL a.\n,Pciaksanaan Undang-Undang

|Norr40’r 2 J’["a[hun' 011" /tentang Pembentukan Peraturan

lgng-uqdangap (Ecmbaran Negara Republik Indonesia
ahun 2021 Nonor 186);
_Pe_z-‘attgraﬂ Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 |

(Lcmbaraﬁ"' |



Menetapkan

|
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80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang

21.

22. Peraturan /ppatl/J mbc lNcIrﬂcl

Al
|
|

Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan
Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, -

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor-3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerathbamor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturap/D rah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan daﬂ Sﬂh n Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kab g.t:m qleﬁmher Tahun 2022
Nomor 1, Tambahan Lemb,aranl

\ i L
S/ Thlllun \20@ tE:ntang Badan
Layanan Umiy

Jemaper ﬁ M 2@%9&1@ f cfﬂﬂﬂ‘j"lg“}mﬂ Daerah Kabupaten
mber 0

\ | \ \ N
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Nomor 1);

T-PERAT[fRAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

~ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT

ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jember.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

3. Bupati adalah Bupati Jember.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember.

acrah Kabupaten Jember"""
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11.
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13.
14.
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18.
19.
20.

21..

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Rumah Sakit Daerah Kalisat yang selanjutnya disebut RSD Kalisat adalah Rumah
Sakit Daerah Kalisat sebagai fasilitas kesehatan rumah sakit umum milik
Pemerintah Kabupaten Jember yang merupakan Unit Kerja Bersifat Khusus.
Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember.
Otonomi adalah Kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah serta kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penataausahaan barang
milik daerah serta pengelolaan kepegawaian.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hal ini Rumah
Sakit Daerah Kalisat yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk

menerapkan praktek bisnis yang sehat, untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sgbagﬁi
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada urr}unﬂ‘f)}-a.
Pejabat Pengelola BLUD adalah para pimpinan BLUD yang fanggungjawab
terhadap kinerja operasional RSD Kalisat Kabupaten Jembel‘beﬁg terdiri dari
unsur Pemimpin, Pejabat Teknis dan Pejabat Kcuan%an ’yang ber ggunglawab
terhadap operasional rumah sakit. e l-L > sl
Renstra adalah Rencana Strategls Runﬁh‘Shk.xJ e ash 1saLy dlsuSun dan
merupakan dokumen perenc:an yar} beTt:r en/gaﬂ !»pada- basﬂ yang ingin
dicapai dalam kurun w&ktu”fls tahun

RKA Dinas adalah a Kegiatan dan
Jember. 4 [ ; | = F 7 b l’
RKA RSD Kajlsat adal: em:apéi(ggmtan dan Anggaran Rumah Sakit Daerah

ggara;,B’ nas Kesehatan Kabupaten

\

DPA Dinas /adalah Ijo mcn Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Jember. ||

DPA RSD__KaIi"sét adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Daerah
Kalisat Kébupaten Jember.

RBS adalah Rencana Bisnis Strategis Rumah Sakit Daerah Kalisat merupakan
dokumen perencanaan strategis yang digunakan organisasi untuk
mengembangkan rencana guna mencapai tujuan jangka Panjang secara
keseluruhan.

RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Daerah Kalisat
Kabupaten Jember.

BMD adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Jember dalam penguasaan Rumah
Sakit Daerah Kalisat Kabupaten Jember.

Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur
sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
Instalasi adalah Unit kerja non struktural sebagai unit/tempat pemberi
pelayanan.



22.SDM adalah Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Daerah Balung baik yang
berstatus Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja) maupun Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.

23. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah
Organisasi Rumah Sakit yang mewakili pemilik yang terdiri dari Ketua dan
anggota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan rumah
sakit yang dilakukan oleh direktur dan memberikan nasehat kepada direktur
dalam menjalankan kegiatan pengelolaan rumah sakit.

24.Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat BLUD yang bertugas
melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu
pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh
lingkungan sosial sekitarnya (social responcibility) dalam menyelenggarakan
bisnis sehat.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu _
Kedudukan ol
Pasal 2 / "
(1) RSD Kalisat merupakan Rumah Sakit Daerah Kelas C.
(2) RSD Kalisat sebagaimana dimaksud dalam ayat - (’II meru akan fasilitas

pelayanan kesehatan rujukan berbentuk Bad: ?La aﬂa:n um Daerah -

(BLUD) dengan karakteristik dan orgamsa*sn‘ crstfat usus unttﬂ(
mendukung penyelenggaraan pejay | tan
(3) Sebagai unit organisasi bgrs‘ijfa
RSD Kalisat memiliki” otono i aj:\

barang mllllgda Hda‘E del?{}aam

Fhma ud pada ayat (2),
Kkeuangan, pengelolaan

(4) RSD Kalisat dlpl pin o ktur y: gme’rupakan seorang tenaga medis dan
memiliki kﬁmamp an s rtal eah ian dibidang perumahsakitan.
~  Bagian Kedua
Tanggung jawab
: Pasal 3
(1) Dlrcktur bertanggungjawab kepada Kepala Dinas secara Administratif
" Koordinatif, Integratif melalui penyampaian laporan yang merupakan Bagian
Laporan Kinerja Dinas, disajikan sebagai Lampiran Laporan Kinerja Keuangan,
Laporan penggunaan barang milik daerah dan laporan kepegawaian Dinas
sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan daerah.
(3) Pelaporan sebagaimana ayat (1) sebagai pertanggungjawaban penyampaian
laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah serta
bidang kepegawaian Rumah Sakit.



(4)
(5)
(6)

(7)

(1)
(2)
(3)

SR

Susunan orgariisabi ah |Ss ; .
. Dijre ;
: i p a , terdiri atas :

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan
perundangan yang berlalaa.

Direktur bertanggungjawab kepada Kepala Daerah secara Substantif dan
Operasional.

Direktur bertanggungjawab pengelolaan BLUD atas pelaksanaan Anggaran,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Rumah sakit.

Bupati mengevaluasi dan menilai kinerja direktur dalam melaksanakan tata
kelola, pelayanan dan keselamatan pasien serta tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 4

Sebagal organisasi yang bersifat khusus, hubungan kerja antara RSD Kalisat
dengan Dinas bersifat koordinasi.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah dalam rangka
sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah.
Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah sebagaimdana
dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas dan fungsi dindas sebagai
penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di daeral

sl

SUSUNZ

erdiri dari:

omosi dan Perlengkapan; dan

. Seksi Pelayanan Keperawatan.

Bidang Penunjang, terdiri atas :

1. Seksi Penunjang Medis; dan

2. Seksi Penunjang Non Medis.

Bidang Keuangan dan Perencanaan, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran; dan
2. Seksi Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi.
Kelompok Jabatan Fungsional

Instalasi;

Komite-Komite; dan

Satuan Pengawas Internal.



(1)

(2)

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Rumah Sakit Daerah
Pasal 6

RSD Kalisat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, rawat
intensif, gawat darurat dan kamar operasi.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), RSD Kalisat
mempunyai fungsi:

a.

b.

penyelenggaran pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai
dengan standar rumah sakit;

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam
rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan; dan
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan te ogi
bidang kesehatan dalam rangka pemngkatan pelayanan kese dengan

iigkungan RSD Kalisat maupun instansi/ Unit Kerja lain di luar RSD
Kalisat;
pengkoordinasian Perencanaan dan Perumusan kebijakan Teknis
Pembinaan RSD Kalisat;

penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan
kewenangannya,

penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi
rumah sakit;

evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan

Pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada bupati tentang langkah-
langkah atau tindakan yang perlu diambil.



(1)

(2)

(2)

Bagian Ketiga
Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 8
Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan,
mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan
administrasi dan pemenuhan kebutuhan di bagian umum, penatausahaan
aset/barang milik daerah, pelaksanaan kegiatan promosi dan publikasi.
Perlengkapan serta keperluan lain kepada semua unsur yang ada di lingkungan
rumah sakit.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Umum dan
kepegawaian mempunyai fungsi:
a. perumusan pelaksanaan teknis kebijakan dibagian umum, kepegawaian dan
promosi;
b. pemberian arahan dan petunjuk teknis dibagian umum, kepegawaian dan
promosi;
c. pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan tugas dibagian Umum, Kepegawaian dan Promosi;
d. penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai
kewenangannya;
e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaar gas sesuai
bagiannya;
f. pelaksanaan pembinaan instalasi dibawah
g.

osi dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam
angka 1, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan

milik daerah serta keperluan lain kepada semua unsur yang ada di lingkungan

Rumah Sakit,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Umum

Promosi dan Perlengkapan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kegiatan Bagian Umum Promosi dan Perlengkapan;

b. penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana dan peningkatan
kompetensi pegawai Bagian umum, promosi dan perlengkapan;

c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan,
pengelolaan tata naskah dinas manual dan elektronik;

d. pengaturan tata laksana sarana/ prasarana rumah sakit beserta
kelengkapannya;




(3)

(1)

e. pengelolaan administrasi perlengkapan perkantoran, menyusun rencana
pemeliharaan dan pelaksanaan pemeliharaan sarana/ prasarana
perkantoran;
penatausahaan penggunaan barang/aset milik daerah;

. pengelolaan kendaraan dinas da perjalanan dinas;

. pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa;
pengelolaan Kebersihan, ketertiban, keamanan;
pengelolaan limbah Rumah Sakit;

.pelaksanaan telaah dan perumusan produk hukum dan perundang-
undangan;
penyempurnaan konsep naskah regulasi rumah sakit;

oot a1 - B

—_

m. penyusunan konsep surat menyurat internal dan ekstrnal sesuai bidang tugas

Bagian Umum, Promosi dan Perlengkapan;
n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai
bidangnya; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan
Kepegawaian.
Sub Bagian Umum, Promosi dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum, Promosi-dan
Perlengkapan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Kepegawaian dan Pén
P 0
Sub Bagian Kepegawai; ngenbang ebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5-hi Angk mempunyai_tugas memimpin, menyusun
kebijakan; ~mdngkootdi mengawas, membina, dan mengevaluasi
kegiafan pe 5 ey dafi pengembangan sumber daya manusia

dan tugas Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

gas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian

a. penyusurian rencana kebutuhan tenaga dan sarana prasarana peningkatan
kofmpetensi SDM rumah sakit;

5. penyusunan rencana dan memelihara data perencanaa Kepegawaian dan
rencana Pengembangan SDM rumah sakit;

c. perumusan kebijakan dibidang kegiatan Sub bagian Kepegawaian dan
Pengembangan SDM;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian,;

e. penyiapkan data usulan pengangkatan, penempatan dalam jabatan,
Pendidikan lanjutan, hukuman dalam jabatan, pemberhentian, mutasi
(pemindahan atau kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala), bebas tugas,
pemberian tanda jasa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
kepegawaian;

f. penyusunan indikator Kinerja bagi pegawai rumah sakit;



(3)

(1)

p.

penyiapkan bahan dan upaya dalam meningkatkan disiplin pegawai serta
mengurus kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;

pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepegawaian dan
Pengembangan SDM;

pemberian arahan pelaksanaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
pengkoordinasian penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
penyusunan konsep surat menyurat internal dan eksternal sesuai Bidang
tugas Kepegawaian dan Pengembangan SDM;

penyusunan konsep naskah regulasi kepegawaian dan pengambangan SDM
di internal Rumah Sakit Daerah;

pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan kegiatan pendidikan, pelatihan,
penelitian dan pengembangan;

pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian;

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai
sub bagiannya; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan
Kepegawaian.

Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Kepegawai
Pengembangan SDM yang berada dibawah dan bertanggungja kepada
Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Pelayanan Medis
P,
Bidang Pelayanan Medis d
5 huruf ¢, me
mengkoordinasi

a.
b.

5 R

Pelayan

Bagian Keempat

perum
penyusutan rencana kebutuhan sarana dan prasarana di bidang pelayanan
is dan keperawatan;

pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Medis dan pelayanan keperawatan;
pemberian arahan pemasaran, informasi pelayanan dan pengembangan
pelayanan Medis dan pelayanan keperawatan;

pemberian arahan pelaksanaan pelayanan medis dan pelayanan
keperawatan;

pengkoordinir hasil evaluasi mutu dan keselamatan pasien;

penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai kewenangannya;
penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai
bidangnya; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.




(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan medis dan keperawatan yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Paragraf 1
Seksi Pelayanan Medis
Pasal 12

Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ angka 1,
mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kebutuhan pelayanan
medis, pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis, membina hasil
pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan mengkoordinasikan kegiatan
instalasi pelayanan medis, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pelayanan Medis dan keperawatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Pelayanan Medis mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan medis;

b. pengkoordinasian kebutuhan pelayanan medis;

c. pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis;

d. pengarahan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pelayanan medis;
e. penyusunan konsep surat menyurat internal dan eksternal
tugas seksi pelayanan medis;

f. penyusunan konsep naskah regulasi pelayana edis

g. pengkoordinasian  penyelenggaraa s
dibawahnya meliputi Rawat Iadp
darurat dan Kamar operasi;

sesuai Bidang

yang acla
if,” Gawat

iHan| atas\pelaksanaan tugas sesuai

aa,

=y
o0

ang diberikan oleh Bidang Pelayanan Medis

ebagaiimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Pelayanan Medis yang berada dibawah dan
epada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Keperawatan
Pasal 13
Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢
angka 2, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan Pelayanan Keperawatan, merumuskan, melaksanakan, dan
mengevaluasi kebijakan dibidang asuhan dan profesi keperawatan,
merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan dibidang Logistik
keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pelayanan Medis dan Pelayanan Keperawatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan rencana kegiatan Pelayanan Keperawatan;



(3)

(1)

(3)

b. pengkoordinasiaan dan pengendaliaan pelaksanaan Pelayanan Keperawatan;

perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dibidang asuhan dan profesi
keperawatan;

perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dibidang logistic
keperawatan;

penyusunan konsep surat menyurat internal dan eksternal sesuai Bidang
tugas seksi pelayanan keperawatan,

penyusunan konsep naskah regulasi pelayanan keperawatan;
pengkoordinasian, pengarahan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Pelayanan Keperawatan;,

h. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya;

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai
bidangnya; dan
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pelayanan dan
Pelayanan Keperawatan.
Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Pelayanan_‘___.

Keperawatan L
Bagian Kelima sl
Bidang Penunjang ’/ = J
Pasal 14 .' \ ' &

Bidang Penunjang sebagaimana dlmaksudﬁ\@{ Y/a,é $\hutuf memynyal----"

n
tugas manajemen dan koordinasi ;ser é lqﬂs}a,ﬂgan/pe‘layanan
penunjang medis dan pen/unlgng‘ Lnone §1, la‘ka ryagn ~rekam medis dan

pelaporan, serta mela,ksénak%ah¢ gas |la '. n bb}:gé.rnﬂeh direktur.
Dalam melak_sanak Jgasise agaim 1a dimaksud pada ayat (1) Bidang

U'!

penunjang; -me ung sel.?a zai ber /1kut
a~ penyusun n na k alt%m /pgn/njang dan rekam medis;
~ b. pengkbbrdmas; p@aksanaan pelayanan penunjang medis;
c. pengkoordmaﬁl n dan pelaksanaan penunjang non medis;
d. penyusu*nan/re/ncana kebutuhan sarana dan prasarana di bidang
penunaang,
el pengkoordinasian dan pelaksanaan rekam medis dan pelaporan;
~f. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang

pelayanan penunjang ;
g. pengelolaan Rekam Medis dan Pelaporan;
h. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang rekam medis dan
pelaporan;
i. penyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai
bidangnya; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
Bidang penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang Penunjang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Direktur.



Paragraf 1
Seksi Penunjang Medis
Pasal 15
(1) Seksi Penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1,
mempunyai tugas melaksanakan, pengkoordinasian kebutuhan penunjang
Medis, pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis. berada di bawah dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Penunjang
medis mempunyai fungsi:
melaksanakan Perencanaan kebutuhan peralatan penunjang medis;
menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan penunjang medis;

c. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana pelayanan penunjang serta
pendidikan dan peningkatan kompetensi untuk penunjang;

d. melaksanakan Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang
medis;

e. penyusunan konsep surat menyurat internal dan eksternal sesuai Bidang
tugas seksi penunjang medis;

f. penyusunan konsep naskah regulasi penunjang medis;

g. pengkoordinasiaan kebutuhan perubahan pengembangan sarana prasarana
dan mengevaluasi pelaksanaan standart pelayanan penunjang medis;

h. penyusunan program kerja, rencana kegiatan, rencans tuhan yang
berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan pengelolaan
penunjang medis;

i. pembagian tugas, menggerakkan sta

secara tertib teratur dan terpadu;

j. memimpin, mengarahkan da @ g
sehingga dapat mencapa

k. mengevaluasi (

T o

prasarane;.€la

l. me buat ] : neldksanaan program kerja yang telah
dilaksana k , c

(3) Seksi Pen ebagaumana d1maksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang h‘u 3 Penunjang medis yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

Paragraf 2
Seksi Penunjang Non Medis
Pasal 16

(1) Seksi Penunjang Non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
angka 2, mempunyai tugas melaksanakan, pengkoordinasian kebutuhan
penunjang non Medis, pengawasan penggunaan fasilitas penunjang non medis
dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Penunjang
non medis mempunyai fungsi :
a. melaksanakan Perencanaan kebutuhan peralatan penunjang non medis;
b. menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan penunjang non medis;



(3)

(1)

(2)

c. penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana pelayanan penunjang serta
pendidikan dan peningkatan kompetensi untuk penunjang;

d. Melaksanakan Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas
penunjang non medis;

e. penyusunan konsep surat menyurat internal dan eksternal sesuai Bidang
tugas seksi penunjang non medis;

f. penyusunan konsep naskah regulasi penunjang non medis;

g. mengkoordinasikan kebutuhan perubahan pengembangan sarana
prasarana dan mengevaluasi pelaksanaan standart pelayanan penunjang
non medis;

h. menyusun program Kerja, rencana kegiatan, rencana kebutuhan yang
berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan
penunjang non medis;

i. membagi tugas, menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaannya
secara tertib teratur dan terpadu;

j. memimpin, mengarahkan dan menggerakkan SDM di seksi penunjang medis
sehingga dapat mencapai hasil maksimal,

k. mengevaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi mengenai utilisasi sarana__- -

prasarana; dan

l. membuat laporan dari hasil pelaksanaan program ker_la ym( telah
dilaksanakan maupun yang sedang berjalan. T 1

Seksi Penunjang non medis sebagaimana dimaksud pada ayaf (5 1] ipimpin oleh

seorang Kepala Seksi Penunjang Non medi /jangfbcqada libawah dan -
bertanggungjawab kepada Kepala Bidan s X \| il
A | P
\Jﬁ o
E_idezj@-"ﬁ?
Bldang’Ketifarllé ' dan Pean ' )mﬁié dimaksud dalam Pasal 5 huruf
£, mempumxal é 1ﬁ ' menyusun kebijakan, mengkoordinasikan,
" mengawasi, /| 1 ;n me/ gevaluasi penyelenggaraan penatausahaan,

keuangan | dan perencamﬁi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Keuangan
dan Perencanaan mempunyai fungsi:

a. perumusan pelaksanaan teknis kebijakan dibidang Keuangan dan

Perencanaan;

b. pemberian arahan dan petunjuk teknis dibidang Keuangan dan
Perencanaan;

c. pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan tugas dibidang Keuangan dan Perencanaan,

d. penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai dengan
kewenangannya;

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai
bidangnya;,

f. pelaksanaan pembinaan seksi dibawah koordinasinya; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Bidang Keuangan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Paragraf 1
Seksi Perencanaan Program dan Anggaran
Pasal 18
Seksi Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf e angka 1, mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyiapkan
bahan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan
melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan program dan anggaran Rumah
sakit dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Perencanaan
Program dan Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan
perencanaan program dan anggaran;
b. penyusunan rencana kegiatan perencanaan program dan anggaran Rumah
Sakit;

c. penyusunan konsep surat menyurat internal sesuai bidang tugas eksi
perencanaan program dan anggaran;
d. penyusunan konsep naskah regulasi seksi perencangam _program dan

anggaran,
menyusun dokumen perencanaan rumah sgkit;

w

f. penyusunan Rencana Anggaran Pendagp
g. sinkronisasi pelaksanaan perenednay
Sakit;
h. penyusunan Renca
i. mengenda.l' 22
pelaksdahaan [pere

Fenyus i ldpo
atas pe%lt 1

k. melaksanaks :
Keus _.f dg

herada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan dan
Perencanaan.

Paragraf 2
Seksi Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi

Pasal 19
Seksi Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas pelaksanaan penatausahaan
keuangan meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja, penyelenggaraan
perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2)

(2)

(4}

(5)

(6)

C.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi
Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

b.
C.

le B 1

Ea i~

B

Seksi Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi seba

pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja yang meliputi pencatatan
pembukuan dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan;

Pelaksanaan penghitungan dan laporan perbendaharaan;

penyusunan konsep surat menyurat internal sesuai bidang tugas seksi
pentausahaan keuangan dan akuntansi;

penyusunan konsep naskah regulasi seksi penatausahaan keuangan dan
akuntansi;

pelaksanaan verifikasi keuangan sesuai menejemen keuangan rumah sakit,;
pelaksanaan akuntansi keuangan sesuai menejemen keuangan rumah
sakit;

pelaksanaan monitoring realisasi pendapatan dan realisasi belanja
pelaksanaan pembuatan laporan dan penyetoran pajak;

pelaksanaan pembinaan teknis administrasi keuangan;

pelaksanaan pengumpulan data untuk penyusunan laporan keuangan
sesuai peraturan yang berlaku;

penyajian laporan keuangan,

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan

dan Perencanaan.

telompokkan sesuai dengan bidang keahliannya.
Fungsional mempunyai tugas merekomendasikan

Setlap Kelompok Jabatan Fungsional sebagalmana dimaksud pada ayat (2) di

koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional Senior.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

a. Kelompok Staf Medis (KSM);

b. Kelompok Staf Keperawatan dan Kebidanan (KSPB); dan

Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain (KSNL);

Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari
Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter
Subspesialis yang melaksanakan tugas profesi di rumah sakit.

Kelompok Staf Keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b, adalah profesi keperawatan dan kebidanan yang melaksanakan



(7)

(8)

)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan dan asuhan
kebidanan di rumah sakit.

Kelompok Staf Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf ¢, merupakan tenaga fungsional kesehatan diluar tenaga fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan
perundang undangan yang berlaku.

Pasal 21
Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis dikelompokkan sesuai spesialisasi
atau keahliannya atau menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi
terkait.
Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a
mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat
penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan pendidikan,
pelatihan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknoleg
kedokteran.
Setiap Kelompok Staf Medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang medis.
Penempatan tenaga medis ke dalam Kelompok Sta =tlis| |[sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Kepu
Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seora B
untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
Ketua Staf Medis diangkat darn-ditefap

€lakukan penelitian keperawatan dan kebidanan;
e. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan
f. melaksanakan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
Setiap Kelompok Staf Keperawatan dan Kebidanan terdiri dari kumpulan
Perawat dan Bidan.
Penempatan para perawat dan bidan ke dalam Kelompok Staf Keperawatan dan
Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.
Kelompok Staf Keperawatan dan Kebidanan dipimpin oleh seorang Ketua yang
dipilih oleh anggotanya untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
Ketua Kelompok Staf Keperawatan dan Kebidanan diangkat dan ditetapkan
dengan Keputusan Direktur.




(1)
(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Pasal 23
Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf ¢
terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga
kesehatan terdiri dari:
tenaga psikologi klinis;
tenaga kefarmasian;
tenaga kesehatan masyarakat;
tenaga Kesehatan lingkungan;
tenaga gizi;
tenaga keterapian fisik;
tenaga keteknisian medis;
tenaga teknik biomedika;
tenaga Kesehatan tradisional; dan
tenaga kesehatan lainnya.
Tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
psikologi klinis;
Tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi
Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
Tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat uruf c
meliputi Epidemiolog Kesehatan, pembimbing Kesechata erja, tenaga
administrasi dan kebijakan Kesehatan, tenaga biostatistik d.
serta tenaga Kesehatan reproduksi dan keluarga

S PR Me e U
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Tenaga Kesehatan lingkungan sebagaimane dj (2) huruf.e
meliputi tenaga sanitasi lingkunga dmo mikrobiolog
Kesehatan.

Tenaga gizi sebagaiman
Dan Dietisien.

Tenaga ketera .fﬁ
Fisioterapis, QK ; :

na ditdaksud pada ayat (2) huruf f meliputi
api Wicara dan akupuntur.

Tenaga kete dnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi
Perekam 3 nformasi Kesehatan, Teknik kardiovaskuler, teknisi
pelayanan/ [darah;~Refraksionis Optisien/optometris, Teknisi Gigi, penata
anastesi, terdpis gigi dan mulut, dan audiologis.

Tenaga teknik biomedika sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi
radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medis, fisikawan medis,
radioterapis, dan ortotik prostetik.

Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf i
meliputi tenaga Kesehatan tradisional ramuan dan tenaga Kesehatan tradisional
ketrampilan.

Tenaga Kesehatan lain bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pembinaan terhadap Tenaga Kesehatan lain dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.

r



(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(1)

(2)

Bagian Kedelapan
Instalasi
Pasal 24

Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, mempunyai tugas
menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya.
Instalasi merupakan organisasi pelaksana (non struktural) yang membantu
Direktur melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
Instalasi melakukan koordinasi dengan bagian umum dan kepegawaian, bidang
keuangan dan perencanaan, bidang pelayanan medis dan keperawatan serta
bidang penunjang sesuai dengan fungsinya.
Tiap-tiap Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang ditetapkan
dengan Keputusan Direktur.
Kepala Instalasi bertanggungjawab penuh terhadap kinerja unit pelayanan yang
dipimpinnya kepada Direktur.
Jumlah dan jenis Instalasi didasarkan atas kebutuhan Rumah Sakit dan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Dalam hal Instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur
kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.
Kepala Instalasi mempunyai tugas : —

a. mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang d:t@a:an kepada

pasien; 4
b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan—dan,peql alaman setiap

staf profesional dari instalasi pelawn/iers}e u |d£if melakukan -

pelayanan; CL / | \ ‘\

c. melakukan identifikasi kebutuhan urheg \méﬁu\aié,d 1 sumbe ér daya
lainnya serta mengusulkan paqla mah sakit;— '/

d. memiliki proses,po,]é}/keten gaan tch t tid 5 enuﬁxnya sumber daya
manusia olehpi akJru ah aaﬁut dan menjamm pelayanan tetap aman dan
efektif ter_pamm mut n bag1 pasxe

e. bekerja, sama deng r}itj sumbcr daya manusia atau unit lainnya dalam
proses .3eleksﬁ s be':r -daya manusia; dan

memastlléan /semua staf dalam Instalasi pelayanan memahami
tanggungjawab mereka, dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan

bagi karyawan baru.

Bagian Kesembilan
Komite-komite

Pasal 25
Komite-komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan
perangkat rumah sakit/unsur organisasi non struktural rumah sakit yang
dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu
sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
Komite melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
berfungsi serta berwenang memberikan Rekomendasi kepada Direktur sebagai
bahan pengambil kebijakan bagi Direktur.
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Rumah Sakit sekurang-kurangnya memiliki Komite Medis dan Komite
Keperawatan.

Setiap Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Direktur.

Setiap Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar
sesuai dengan tugas dan fungsi komite.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komite dapat dibantu oleh subkomite
dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.

Bagian Kesepuluh
Satuan Pengawas Internal
Pasal 26
Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufi, adalah
kelompok non struktural di rumah sakit yang bertugas melaksanakan
pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya dan kinerja Rumah Sakit.
Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan dan

pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan |

kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekltarnya galam
menyelenggarakan proses bisnis yang sehat. -

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada/ajﬁt (1), satuan
pengawas internal menyelenggarakan fungsi;

a. pemantauan dan evaluasi pelaks eya:n 1si§o d1 unit kerja e

rumah sakit;
b. penilaian terhadap sistem )g £ e gelrbl@ia*rf bdan pemantauan
efektifitas dan eﬁswnsx s;s d rx"d\a azq bldang’ administrasi
pelayanan, serta -
C: admmlstram urpumd e
d. pelaksanaan rtug s| qu gkup pengawasan intern yang
"""'dltugasldan oleh dir

i

km \/

Hajg.a/dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas
lapor,an hasil aud,lt/ﬂén

f. pembenbn konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam
pela,ksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Satuan Pengawas Internal dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

'"dltetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27
RSD Kalisat harus menyelenggarakan tata kelola manajemen rumah sakit dan
tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara
profesional kepada masyarakat.
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Dalam menyelenggarakan tata kelola manajemen rumah sakit dan tata kelola
klinis yang baik RSD Kalisat memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penataan barang milik
daerah.

Dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta bidang kepegawaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direktur bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas melalui penyampaian laporan keuangan, laporan pengelolaan barang
milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan
Pasal 28

RSD Kalisat sebagai unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan.
Direktur bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja
dan pembiayaan rumah sakit.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksan dalam
penyampaian laporan keuangan rumah sakit.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada aya
penyusunan laporan keuangan yang merup

r melakukan
Lenyampaian

laporan kinerja sesuai dengan ketentuan (i
Laporan keuangan sebagaimana di pada
lampiran laporan keuangan

Tata cara dan forma ) la gaimana dimaksud
pada ayat (5} s 2 den ta e

dicantumkan dalam RKA dinas pada kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang
sah dan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 30
Pagu anggaran belanja BLUD RSD Kalisat dalam RKA dinas yang dananya
berasal dari pendapatan BLUD dan surplus anggaran BLUD dirinci dalam satu
program, satu kegiatan, satu ouput dan jenis belanja.
Rincian lebih lanjut dari pagu anggaran belanja BLUD RSD Kalisat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangan dalam RBA.
RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lampiran dari DPA dinas.
Pembiayaan BLUD RSD Kalisat merupakan lampiran RKA dinas selanjutnya
diintegrasikan pada akun pembiayaan pada RSD Kalisat selaku BLUD.
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BLUD RSD Kalisat dapat melakukan pergeseran rincian belanja yang di RBA
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran
per jenis belanja di DPA.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 31

Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSD Kalisat memiliki otonomi dalam
pengelolaan Barang Milik Daerah.
Otonomi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
penggunaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
RSD Kalisat berwenang dan bertanggunjawab dalam pengelolaan Barang Milik
Daerah dan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilian penatausahaan dan pengendalian
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi RSD Kalisat dalam lingkup
Barang Milik Dacrah yang ada dalam penguasaannya.
Direktur mempunyai wewenang dan bertanggungjawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Mili
RSD Kalisat; dan

k Degrah bagi

arang yang
ya yang sah;

8D Kalisat memiliki otonomi dalam

tur memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan pembinaan pegawai
yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai
BLUD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Direktur memilki kewenangan dalam pengelolan dan pembinaan pegawai
dilingkungan RSD Kalisat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Kelola Klinis
Pasal 33
Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang
meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, resiko klinis berbasis




bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil
pelayanan, pengembangan profesional dan akreditasi rumah sakit.

(2) Dalam fungsi penerapan manajemen klinis sebagimana pada ayat (1) direktur
wajib menerapkan standar mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan
pasien.

(3) Dalam menerapkan standar, mengutamakan mutu dan keselamatan pasien
sebagimana dimaksud pada ayat (2), RSD Kalisat wajib menjalankan akreditasi
sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 34
Pembiayaan RSD Kalisat dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35
Bagan Struktur Rumah Sakit Daerah Kalisat sebagaimana tercentum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pe § ati ini.

: akan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan
022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
ata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah
Kalisat da Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sampai dengan
dilakSanakannya pengisian jabatan dengan pejabat berdasarkan Peraturan
Bupati ini sesuai ketentuan.

(1) Peraturan Bupa
sesuai_-denga)
perindang

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor
7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Kalisat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor
7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 Tebroari 2023

BUPATI JEMBER,
Dundangkan di Jember _
pada tanggal 2% Tebruary 2023 ttd
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 49 TAHUN 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
BAGAN STRUKTUR UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS SERTA TATA KERJA - UNIT
RUMAH SAKIT DAERAH KALISAT KABUPATEN JEMBER ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
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